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BUPATI MESUJI,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

b. bahwa sehubungan dengan pertibangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Mesuji Tahun 2023-2026 rnelalui
Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 ten tang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi
Lampung;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah
diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentag Perangkat Daerah;
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7. Pcraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana
Pernbangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimanatelah diu bah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaterr/Kota;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupateri/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub
Urusan Kebakaran Daerah Kabupaterr/Kota;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Lampung 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-
2024;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025;
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pernerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
3. Pcmerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Mesuji.
4. Bupati adalah Bupati Mesuji.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah, selanjutnya disingkat 8appeJitbangda adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan
penyusunan, pengenc1alian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggararr/pengguna barang yang pembentukannya
melalui Peraturan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji
Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat RPD adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-
2026 merupakan Dokumen perencanaan yang digunakan oleh Penjabat
Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

9. Rencana Kerja Pernerintah, selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokurnen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan an tara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan an tara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan
kondisi riil saat perencanaan dibuat.

12.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengab /panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
di masa yang akan datang.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 4 (empat) Tahunan.

23. Pcraturan Daerah Kabupatcn Mesuji Nomor 6 Tahun
2020 tcntung Pernbcntukan dan Suaunan Perangkat
Dnernh Kahupatcn Mesuji.

MEMUTUSKAN:

PI'JI~ATUIV\N BUPATJ TENTANG RENCANA SRATEGIS
PI~I~ANOI{AT DAERAI J KABUPATEN MESUJJ TAHUN
2023-2026.
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BAB II
RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH

Pasal2
(1) Renstra-OPD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran RPD Tahun

2023-2026.
(2) Renstra-OPD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan

Renja-OPD.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerab /Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

18. Kinerja adalah capaian keluararr/basil/dampak dari
kegiatarr/programysasaran sehubungan dengan penggunaan sumber
daya pembangunan.

19.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinetja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

20. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam
satu program.

21. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan /Iayanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

22. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut
Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 4 (empat) tahun.

23. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat
Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) Tahun.

24. Kebijakan Umurn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR If)-
I

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal ~ /YJQr-e1 2022

SEKRETARIS DAE AH KABUPATEN MESUJI,

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal.:(J Mo/"el 2022
BUP I MESUJI,

•

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

(4) lsi beserta uraian Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Larnpiran Peraturan Bupati ini,

Permasnlahnn dan isu atrntcgis Pcrangka t I aorah
Tujunn dan Sasamn
Stratcgi dan Arah Kebijkan
Rcncana Program dan kcgiatan scrta Pendanaan
Kinerja Penyeeuggaraan Bidang Urusan
Penutup

BAB 111
BABIV
BABV
BAB VI
BAB VII
BAB VIll

(3) Renstra-Ol-D disusun dcngan aistemntikn s(~lmgHIberlkut:
BAB I Pcndahuluun
BAB n Gambaran I clnyannn Pcrangkat ncrah
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5. Satunn Polls! Pnmong Pn\ln

6. Dinas Pcmadnm l(elJs\l<nrnl1 I nil I(cf-wlnmntfln

7. Bndun PCI1llnggL1IHngni BcncHI1H I nerah

8. Dinas Sosinl

9. Dinas Tcnaga KCI:lnTStt1 TI'IlI1Hmjgm~1

10. Dinas Pcmbcrdaynan Pcrcmpuun an Pcrlindungan Anak

11. Dinas Kctahanan Pan 'an

12. Dinas Lingkungan Hidup

13. Dinas Kependudukan Dan I cncaratan S~pil

14. Dinas Pernbcrdayaan Masyarukat Dan Dcsa

15. Dinas Pcngcndalian Penduduk Dan Kcluarga Bcrcncana

16. Dinas Perhubungan

17. Dinas Komunikasi Dan lnlorrnatika

18. Dinas Koperasi, Ukrn, Pcrindust rian Dan Perdagangan

19. Dinas Penanaman Modal Dan Pclayanan Tcrpadu Satu Pintu

20. Dinas Pernuda, Olahraga Dan Pariwisata

21. Dinas Perpustakaan Dan Arsip

22. Dinas Perikanan

23. Dinas Pertanian

24. Sekretariat Daerah

25. Sekrctariat Dewan Perwaldlan Rakyat Dacrah

26. Badan Perencanaan Pernbangunan Dan Penelitian Pengembangan

Daerah

27. Badan Pengelolaan Kcuangan Dan Aset Daerah
28. Badan Pendapatan Daorah

29. Badan Kepegawalan Dan J'cngcmbangnn Surnber Daya Manuela
-- -- --. --
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